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PENI'ITJT'KAIS KUASA PEI{GGT'NA ANGGARAIY, BENDAIIARA
PENGELUARAIT PEffBAITTU, BEITDAHARA PEITERIMAAIT, AIYGGARAII

PEI{DAPATAX DAN BELIINJA DAtRArr IAPBD) PROVTTSI Llr.DrPUlIG PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVIISI LADIPI'ITG TAHUIT ANGGARAI| 2021

GT'BERITUR LAMPUITG,

Surat Sekretaris Daerah Provinsi la.mpung Nomor
9OO13974/OBl2O2O tanggal 18 Desember 2020 perihal Usulan
Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran/Pembantu Setda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2021;

a.

b.

c.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi t ampung Tahun Anggaran 2021, yang
dikelola oleh Sekretariat Daerah Prorrinsi l"ampung, perlu
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan yang
bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kel'a Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung;
bahwa Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP,
Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap
dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O2l;
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, perlu menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi t ampung pada Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O2l dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur l,ampung;

1. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentaag
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Membaca

Menimbang

Mengingat



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

c

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

5. Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi la.mpung

6. Peraturan Daerah Provinsi t ampung Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2O21;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAT GI'BERITI'R TEITTAITG PEITTII{JT'XAN KUASA
PEI{G{}I'I{A AI|GGARAII, BEI{DAHARA PEITGELUARAN
PEUBAI{TU, BEITDAIIARA PE,ITERIMAAI{, AIYGGARAN
PEIIDIIPATIUY DAII BEL/UL,A DAERAII (A.pBDl PROVINSI
LAUPI'NG PADA SEITRETARIAT DAERAII PROVINSI
LAilPT'ITG TAHTII{ AI{GGARAIT 2Oi' 1.

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP,
Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam
kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran, kolom 4 la.mpiran Keputusan ini sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah
Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 202 1.

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dima-ksud pada Diktum Kesatu
mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
4. mengadakan ikatan/pe{anjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas €rnggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani Surat Perintah Membayar LS dan TU;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi

tanggung jawabnya; dan
8. melaksanakan tugas KPA lain nya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
1. melaksanakar kegiatan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan APBD diunit ke{a Pengguna Anggaran
Daerah;

2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan
teratur sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungfawaban Bendahara
serta Penyampaiannya;



-3-

3. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
Pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;

4. dokumen yang digunakan dalam menatausahakan
pengeluaran mencakup:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pajak PPn/PPh; dan
c. Buku Panjar;

5. melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti
pengeluaran yang sah;

6. menyampaikan laporan pertanggungiawaban
pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

7. laporan pertanggungiawaban pengeluaran mencakup:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pajak PPn/PPh; dan
c. Bukti Pengeluaran Yang Sah;

8. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungiawaban pengeluaran.

c. Bendahara Penerimaan:

l. melalcsanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran
Daerah;

2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Iaporan
Pertanggunglawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

3. mempertanggungiawabkan secara administratif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling
lambat tanggal 1O bulan berikutnya;

4. mempertanggunglawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban
kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

5. setoran yarlg diterima harus disetorkan kembali melalui
rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

6. harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke
rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari
keg'a setelah penerimaan uang kas;

7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/ pekery'aan penjualan;
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